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 In the wisdom of the 
implementation of the pledge before the 
divorce trial Religious Court are: (1) The 
court aims to save the marriage. 
Therefore, before the divorce was 
dropped, spouses are encouraged to make 
peace; (2) Through the courts, it is 
expected that the use of the right to 
divorce does not deviate from the 
teachings of the Shari'a, so that the right 
to divorce are truly in an emergency; (3) 
The court is expected to guarantee the 
tranquility of life of their wives, because 
if the right to divorce done very easily, 
resulting wives are always in a state of 
fear lest later the husband would divorce 
her, which sometimes only the slightest 
pretext or by mistake absolute husband; 
(4) The court may be expected to 
guarantee the rights of each party as a 
result of divorce (talaq), as a guarantee of 
compensation in divorce, income, 
residence, and mut'ah; and (5) The court 
is expected to record the reasons for 
divorce, which in turn will be used as a 
social studies were very important to 
know the sources of marital failure. 
 
Kata Kunci : Talak - Sidang- Pengadilan 
- Filsafat  
Pendahuluan 
Al-Qur'an dan hadis merupakan 
sumber hukum bagi umat Islam dalam 
melakukan aktivitas kehidupan sehari-
hari, baik bersifat diyānī maupun qaḍā’ī. 
Bersifat diyānī, artinya jika dalam 
pelaksanaannya tidak membutuhkan 
keikutsertaan pemerintah. Diyānī 
dilaksanakan hanya berdasarkan ketaatan, 
seperti salat dan puasa. Sedangkan, 
bersifat qaḍā’ī jika membutuhkan 
keikutsertaan pemerintah atau kekuasaan 
negara, seperti perkawinan, talak, waris, 
dan wakaf. (Ka’bah,1999:12) 
 ‘Abd al-Qādir ‘Audah menyatakan 
bahwa walaupun fuqahā’ membagi hak 
ke dalam hak Allah dan hak individu (ḥaq 
al-fard), kebanyakan mereka menyatakan 
bahwa setiap suatu perbuatan hukum 
yang menyentuh hak orang banyak 
(jamā‘ah) atau hak individu murni yang 
dianggap hak Allah, tergolong hak 
jamā‘ah. Hal ini, karena diundangkannya 
setiap hukum syarak adalah untuk ditaati 
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dan diikuti. Sedangkan, sebagian hak 
Allah terhadap hamba-Nya adalah mereka 
harus mengikuti perintah-Nya, menjauhi 
larangan-Nya, dan mengamalkan syariat-
Nya. Dengan demikian, pada setiap 
hukum terdapat hak Allah. (‘Audah, 
t.th:24-25) 
Surat al-Ṭalāq/65: 1-3 merupakan 
surat yang isinya sering dilupakan atau 
ditinggalkan oleh para ulama fikih, 
termasuk ulama di Indonesia, terutama 
terkait dengan keharusan ada saksi dalam 
talak, sebagaimana termaktub dalam lafal, 
wa asyhidū żawā ‘adl. Hal ini, karena 
mereka pada umumnya mengikuti 
mazhab al-Syāfi‘ī, termasuk juga mazhab 
lain, yang tidak mewajibkan adanya saksi 
dalam talak. Adanya saksi hanya 
berhukum sunnah (nadb) atau petunjuk 
nas dalam hal ini sekadar dianggap 
berfaedah irsyād (memberi petunjuk), 
berbeda dengan Syi‘ah Imamiyah (wajib), 
sesuai dengan kaidah pokok ṣigāt al-amr. 
Di samping itu, mereka kebanyakan 
selalu beralasan dengan hadis yang 
berbunyi:  
 ُ َّ๡ا ىَّلَص ِ َّ๡ا َلُوسَر ََّنأ َةَرْیَُرھ ِيَبأ ْنَع
 َھَو ٌّدَج َُّنھُّدَج ٌثََلاث َلَاق َمَّلَسَو ِھَْیلَع ٌّدَج َّنُُھلْز
 ُةَعْج َّرلاَو ُقَلاَّطلاَو ُحاَكِّنلا)دواد وبأ هاور.( (al-
Sijistānī t.th.:Juz II, 259) 
Artinya: Dari Abī Hurairah, 
sesungguhnya Rasulullah saw. bersabda: 
“Ada tiga perkara yang hukumnya sama 
antara sengaja dan tidak sengaja, yaitu 
nikah, talak dan rujuk (HR. Abū Dāwūd).  
Hadis yang disebutkan di atas, 
menurut Ibn ‘Adī adalah ḍa‘īf (lemah). 
Demikian juga menurut Ḥāriṡ ibn Abī 
Usāmah melalui hadis ‘Ubādah ibn al-
Ṣāmit yang telah menjadikan hadis itu 
pada tingkat marfū‘ adalah ḍa‘īf dalam 
sanadnya, karena terdapat nama Ibn 
Luhai'ah dan hadis itu juga terjadi inqiṭā‘ 
(terputus sanadnya). (al-Ṣan‘ānī, t.th.: Juz 
II, 175-176) Akibatnya, jika mendasarkan 
pada hadis ini, putusnya perkawinan 
melalui talak ini mudah sekali. Bahkan, 
kebanyakan mereka tidak memperhatikan 
hal-hal yang terjadi setelah talak, seperti 
nafkah, ‘iddah, mut‘ah, dan pemeliharaan 
anak. Begitu juga, ayat al-Qur'an yang 
mengatur tahapan-tahapan jika suami 
ingin menceraikan istrinya, yaitu istri 
nusyūz (ketidakharmonisan), termaktub 
dalam QS al-Nisā'/4: 34, 35 dan suami 
nusyūz, termaktub dalam QS al-Nisā'/4: 
128. Suami tidak boleh langsung 
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menceraikan istrinya, tanpa melalui 
tahapan-tahapan, harus mempunyai 
alasan-alasan, apalagi yang nusyūz 
berasal dari suami. Begitu juga, hadis 
yang menyatakan  َِّɍا َلىِإ ِلَلاَْلحا ُضَغْـَبأ
 ُقَلاَّطلا (sesuatu yang halal yang sangat 
dibenci Allah adalah talak). (al-Ṣan‘ānī, 
t.th.:175) 
Sebagai negara hukum, Indonesia 
telah membuat peraturan perundang-
undangan, baik dalam pengertian formil 
maupun materil, baik undang-undang 
organik maupun non organik, seperti 
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 
tentang Perkawinan, Undang-Undang 
Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan 
Agama, UU Nomor 3 Tahun 2006 tentang 
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 
7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama 
dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 
2009 tentang Perubahan Kedua atas 
Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006. 
Hal ini membuktikan bahwa hukum harus 
ditegakkan di bumi Indonesia. Oleh 
karena itu, bagi bangsa Indonesia yang 
beragama Islam dan berkeinginan 
membumikan ajarannya melalui 
perundang-undangan sebagai perwujudan 
ayat yang terdapat dalam QS al-
Mā'idah/5: 48,  َُّɍا َلَزْـَنأ َاِبم ْمُهَـن ْـيَـب ْمُكْحاَف 
(maka putuskanlah perkara mereka 
menurut apa yang Allah turunkan) dan 
QS al-Mā'idah/5: 49, َاِبم ْمُهَـن ْـيَـب ْمُكْحا َِنأَو 
 َُّɍا َلَزْـَنأ (dan hendaklah kamu memutuskan 
perkara di antara mereka menurut apa 
yang diturunkan Allah), maka mereka 
harus masuk dalam lembaga legislatif 
(lembaga pembuat undang-undang) atau 
penguasa (eksekutif atau pemerintah 
dalam arti sempit). Perintah ayat ini harus 
dijabarkan melalui kaidah uṣūl al-fiqh 
yang berbunyi: mā lā yatimm al-wājib illā 
bih fahuwa wājib (suatu kewajiban tidak 
dapat sempurna kecuali dengan sesuatu 
yang lain, maka sesuatu tersebut 
hukumnya wajib), (Zaidān, 1986:299) al-
amr bi al-syai’ amr bi wasāilih (perintah 
sesuatu adalah perintah sarananya), 
(Hakim, 1972:27) atau kaidah yang 
berbunyi: li al-wasāil ḥukm al-maqāṣid 
(sarana adalah sama hukumnya dengan 
tujuan atau pokok), (Hakim, 1972:27)  
dan inna mā lā yatimm al-wājib illā bih 
yakūnu wājiban mā dāma maqdūrā 
(sesungguhnya sesuatu yang wajib tidak 
dapat sempurna kecuali dengan sesuatu 
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yang lain, maka sesuatu itu hukumnya 
wajib selama mampu dikerjakan).  
(Zahrah, t.th:176) Hal ini, karena setiap 
hukum yang berasal dari penguasa 
bersifat mengikat dan menghilangkan 
perbedaan pendapat, sebagaimana dalam 
kaidah fikih yang berbunyi: ḥukm al-
ḥākim fī masā’il al-ijtihād yarfa‘ al-khilāf 
(hukum yang diputuskan hakim atau 
penguasa tentang masalah ijtihad dapat 
menghilangkan perbedaan). (Djazuli, 
2006:154) 
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 
1974 tentang Perkawinan, Peraturan 
Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang 
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang 
Nomor 1 Tahun 1974, UU Nomor 7 
Tahun 1989 tentang Peradilan Agama Jo 
UU Nomor 3 Tahun 2006 Jo UU Nomor 
50 Tahun 2009 dan Kompilasi Hukum 
Islam (KHI) mengatur bahwa ikrar talak 
yang diucapkan oleh suami kepada 
istrinya harus ada alasan-alasan, melalui 
proses permohonan cerai talak, diucapkan 
oleh suami di hadapan majelis hakim dan 
dengan dihadiri para saksi. Akan tetapi, 
sebagian masyarakat Indonesia 
menganggap ikrar talak yang diatur dalam 
peraturan perundang-undangan tersebut 
tidak sesuai dengan syariat Islam, 
sehingga tidak perlu diikuti. Akibatnya, 
mereka menjadi bingung apakah 
mengikuti pendapat para kyai 
(berdasarkan fikih) atau hukum positif 
(ius constitutum), seperti kapan talak itu 
dianggap jatuh, sehingga terjadi 
kesenjangan antara pelaksanaan ikrar 
talak menurut masyarakat Islam (law in 
action), kitab fikih (law in book) dan 
undang-undang (law in act) yang berlaku 
di Indonesia. Oleh karena itu, perlu 
dibahas dengan menggunakan metode 
istinbāṭ dan/atau istidlāl yang dipakai 
oleh mereka dengan melalui pendekatan 
filosofis dan yuridis. 
Metodologi 
Oleh karena penelitian ini 
merupakan penelitian kepustakaan 
(library research), maka pengumpulan 
datanya dilakukan dengan cara studi 
dokumentasi, yakni membaca dan 
mengutip kitab-kitab fikih, buku-buku 
peraturan dan perundang-undangan yang 
berlaku di Indonesia, dan buku-buku lain 
yang relevan dengan pembahasan.  
Untuk mengolah dan menganalisis 
data yang diperoleh dari bahan 
kepustakaan, digunakan teknik analisis 
deskripstif-kualitatif. Teknik analisis ini 
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memberi gambaran tentang alur logika 
analisis data, sekaligus memberi masukan 
terhadap teknik analisis data kualitatif 
yang digunakan. 
Hasil Penelitian Dan Pembahasan 
Urgensi Filasafat Hukum Islam 
Hukum Islam diyakini oleh umat 
Islam sebagai hukum yang bersumber 
pada wahyu Tuhan (divine 
law).Keyakinan ini didasarkan pada 
kenyataan bahwa sumber hukum dalam 
Islam adalah al-Quran dan Hadis.Allah 
dan rasul-Nyalazim disebut al-syārī`/al-
ḥākim/al-musyarri` (law giver). Namun 
demikian, harus diakui bahwa al-Qur’an 
dan sunnah terbatas, baik dalam peristiwa 
maupun waktu penetapan hukumnya; 
sementara itu peristiwa semakin hari 
semakin banyak jumlah dengan aneka 
ragam dan senantiasa bertambah. 
 Hukum Islam sebagai satu pranata 
sosial memiliki dua fungsi: Pertama, 
sebagai kontrol sosial (social 
control).Kedua, sebagai nilai baru dan 
proses perubahan sosial (social change). 
(Syaukani, 2006:22) 
Jika yang pertama hukum Islam 
ditempatkan sebagai blue-print atau cetak 
biru Tuhan yang selain sebagai kontrol 
juga sekaligus sebagai social engineering 
terhadap keberadaan suatu komunitas 
masyarakat.Sementara yang kedua, 
hukum Islam lebih merupakan produk 
sejarah yang dalam batas-batas tertentu 
diletakkan sebagai justifikasi terhadap 
tuntutan perubahan sosial, budaya, dan 
politik.Oleh karena itu, dalam konteks ini 
hukum Islam dituntut akomodatif 
terhadap persoalan umat tanpa kehilangan 
prinsip-prinsip dasarnya.Sebab kalau 
tidak, besar kemungkinan, hukum Islam 
akan mengalami kemandulan fungsi, atau 
meminjam istilah Abdurrahman Wahid, 
fosilisasi, bagi kepentingan umat. Karena 
itu, jika para ahli hukum Islam tidak 
memiliki keberanian untuk 
mengantisipasi setiap persoalan yang 
muncul dalam masyarakat dan mencari 
penyelesaian hukumnya maka hukum 
Islam akan kehilangan aktualitasnya. 
(Syaukani, 2006:22-23) 
Apabila hukum Islam kehilangan 
aktualitasnya dalam memberikan 
jawaban-jawaban yang memuaskan 
terhadap permasalahan yang timbul di 
tengah-tengah masyarakat, maka akan 
dikhawatirkan suatu ketika umat Islam 
meragukan eksistensi Islam itu sendiri, 
bahkan bisa jadi pada akhirnya 
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menghilangkan kepercayaan umat Islam 
terhadap kitab sucinya. Kecenderungan 
seperti itu bukan tidak mungkin terjadi. 
Bila kita perhatikan secara seksama, apa 
yang dilakukan oleh kalangan muslim 
sekularis yang mengadopsi sistem hukum 
Barat mentah-mentah untuk diterapkan 
bagi umat Islam adalah suatu indikasi dari 
analisis di atas. Demikian pula adanya 
sikap phobia dan resistensi sebagian umat 
Islam manakala akanditerapkannya 
syariat Islam, terlebih aspek hukum 
pidana Islam. (an-Na`im, 1993:110) 
Dengan demikian, hukum Islam 
bukanlah sistem yang ajegdan hanya 
memiliki satu standar kebenaran yang 
berlaku sepanjang masa. Hukum Islam 
tumbuh dan berkembang melalui proses 
evolusi yang sangat panjang mulai tahun 
pertama kenabian hingga sekarang. Atau 
dengan kata lain, apa yang kita pahami 
dengan hukum Islam saat ini, disadari 
atau tidak, sebenarnya merupakan 
pembakuan dan pemberlakuan yang 
sebelumnya telah melalui proses kritis 
dan dinamika sosio-kultural tersendiri. 
Lebih tegas lagi apa yang dikatakan oleh 
Abdullahi Ahmed an-Na’im: Pertama, 
hukum Islam itu bukanlah Islam itu 
sendiri, tetapi ia semata-mata hanya 
merupakan hasil interpretasi para yuris 
terhadap sumber-sumber utama ajaran 
Islam (al-Qur’an dan Hadis).Kedua, apa 
yang kita anggap sebagai hukum Islam itu 
merupakan produk pemahaman manusia 
tentang sumber-sumber Islam dalam 
konteks sejarah sejak abad ketujuh 
sampai kesembilan. Selama periode 
tersebut menurut an-Na’im, para ahli 
hukum Islam telah menafsirkan al-Qur’an 
dan sumber-sumber lain dalam rangka 
mengembangkan suatu sistem syariah 
yang komprehensif dan koheren sebagai 
petunjuk bagi kaum muslim. (an-Na`im, 
1993:112) 
Pembaharuan hukum Islam adalah 
sebuah kebutuhan yang harus dipenuhi 
apabila kita menginginkan ajaran Islam 
senantiasa sesuai dengan perkembangan 
masyarakat dan memberikan jawaban 
positif terhadap berbagai permasalahan 
umat yang menuntut penyelesaian 
segera.Ini sangat rasional dan tidak 
menyalahi ajaran Islam sendiri. Apalagi 
bila melihat kenyataan bahwa dari 6236 
(atau 6666 menurut  versi lain) ayat 
dalam al-Qur’an, hanya kira-kira 500 ayat 
saja yang jelas-jelas berbicara masalah 
hukum. (Usman, 1994:118-119) Dari 
sinilah muncul adagium di kalangan ahli 
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hukum Islam yang merupakan adopsi dari 
ungkapan al-Syahrastānī (w. 548H/1153 
M), yaitu teks-teks itu terbatas sedangkan 
problematika hukum yang memerlukan 
solusi tidak terbatas.Oleh karena itu, 
diperlukan ijtihad untuk menginterpretasi 
nasyang terbatas itu agar berbagai 
masalah yang tidak dikemukakan secara 
eksplisit di dalam nasdapat dicari 
pemecahannya. (Syaukani, 2006:35) 
Masyarakat senantiasa mengalami 
perubahan.Perubahan masyarakat itu 
dapat berupa perubahan tatanan sosial, 
budaya, sosial ekonomi, dan lain-lain. 
Menurut para ahli linguistik dan 
semantik, bahasa akan mengalami 
perubahan setiap sembilan puluh tahun. 
Perubahan dalam bahasa, secara langsung 
atau tidak langsung, mengandung arti 
perubahan dalam masyarakat itu sendiri. 
(Nasution, 1985:19) Pernyataan tersebut 
menarik untuk diperhatikan, sebab Nabi 
Muhammad saw. pernah mengatakan, 
bahwa setiap seratus tahun (seabad) akan 
ada orang yang bertugas memperbaharui 
pemahaman keagamaan. (al-Sijistānī, 
t.th.:109) Agaknya, antara hadis dengan 
hasil penelitian dari para ahli linguistik 
dan semantik tersebut sejalan.Ijtihad para 
ulama terdahulu mesti sesuai dengan 
waktu dan keadaan di mana mereka 
berada, namun belum tentu sesuai dengan 
keadaan umat Islam sekarang ini.Karena 
itu sangatlah bijaksana dan relevan 
ungkapan Ibnal-Qayyim yang 
menyatakan bahwa perubahan fatwa 
adalah karena perubahan zaman, tempat, 
keadaan dan kebiasaan. (al-Jauziyah, 
t.th.:203) Tentu yang dimaksud olehnya 
adalah bahwa kondisi suatu masyarakat 
akan berpengaruh terhadap fatwa yang 
dikeluarkan oleh seorang mufti. Namun, 
hal ini tidak berarti bahwa hukum akan 
berubah begitu saja tanpa memperhatikan 
norma yang terdapat dalam sumber utama 
hukum Islam, al-Qur’an dan Hadis. (al-
Syātibī, t.th.:285) 
Kita tetap dituntut menghargai hasil 
karya dan jerih payah para mujtahid 
terdahulu.Mereka telah menuangkan 
pikirannya dalam berbagai buku yang 
sangat banyak jumlahnya.Akan tetapi, 
kita juga dituntut untuk menyadari bahwa 
keadaan mereka sudah jauh berbeda 
dengan keadaan kita sekarang ini.Tidak 
semua persoalan yang dihadapi sekarang 
ini dapat ditemukan pada buku-buku 
peninggalan mereka.Dalam hal ini Yūsuf 
al-Qarḍāwī menyatakan bahwa suatu hal 
yang belebihan dan juga merupakan sikap 
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pura-pura tidak mengenal realita, apabila 
seseorang mengatakan bahwa buku-buku 
lama telah memuat jawaban-jawaban atas 
setiap persoalan baru yang muncul.Sebab 
setiap zaman itu memiliki problematika 
dan kebutuhan yang senantiasa 
muncul.Bumi berputar, cakrawala 
bergerak, dunia berjalan, dan jarum jam 
pun tidak pernah berhenti. (al-Qardāwī, 
1985:101)Karena itu, ijtihad pada masa 
sekarang ini jauh lebih diperlukan 
dibandingkan dengan masa-masa lampau. 
Secara epistemologi, setiap 
pengetahuan manusia merupakan kontak 
dari dua hal, yaitu objek dan manusia 
sebagai subjek. (Hidding, 1984:1284) 
Dengan demikian, secara sederhana, 
pengetahuan merupakan kontak antara 
manusia sebagai subjek dengan objek 
yang berupa berbagai permasalahan yang 
merasuk dalam pikiran manusia. 
Sedangkan kata ilmu pengetahuan 
menurut Ensiklopedi Indonesia adalah 
suatu sistem dari berbagai pengetahuan 
mengenai suatu lapangan tertentu yang 
disusun sedemikian rupa, menurut asas-
asas tertentu, sehingga menjadi kesatuan; 
suatu sistem dari berbagai pengetahuan 
didapatkan sebagai hasil pemeriksaan 
yang dilakukan secara teliti dengan 
memakai metode tertentu (induksi, 
deduksi). (Hidding, 1984:647) Ashley 
Montagu, guru besar Rutgers University, 
menyimpulkan bahwa yang dimaksud 
ilmu pengetahuan adalah pengetahuan 
yang disusun dalam satu sistem yang 
berasal dari pengamatan, studi, dan 
percobaan untuk menentukan hakikat dan 
prinsip tentang hal yang sedang 
dipelajari. (Anshari, 1987:48) Ilmu 
pengetahuan bukanlah sesuatu yang 
sudah selesai dipikirkan.Ia merupakan 
suatu hal yang tidak mutlak. Kebenaran 
yang dihasilkan ilmu pengetahuan 
bersifat relatif (nisbi), positif, dan 
terbatas. Hal ini disebabkan karena ilmu 
pengetahuan tidak mempunyai alat lain 
dalam menguak rahasia alam kecuali 
indera dan kecerdasan (otak), termasuk di 
sini peralatan yang diproduksi oleh otak 
manusia. 
Tujuan filsafat adalah memberikan 
weltanschauung (filsafat hidup). 
Weltanschauung mengajari manusia 
untuk menjadi manusia yang sebenarnya, 
yaitu manusia yang mengikuti kebenaran, 
mempunyai ketenangan pikiran, 
kepuasan, kemantapan hati, kesadaran 
akan arti dan tujuan hidup, gairah rohani 
dan keinsyafan; (Amal, 1990:204) setelah 
PELAKSANAAN IKRAR TALAK DI HADAPAN SIDANG PENGADILAN AGAMA  (Suatu Tinjauan...  | 167 
 
Jurnal Hukum Keluarga Islam Vol. II | No.2  
itu mengaplikasikannya dalam bentuk 
topangan atas dunia baru, menuntun 
kepadanya, mengabdi kepada cita mulia 
kemanusiaan, berjiwa dan bersemangat 
universal, dan sebagainya. (Djamil, 1997: 
29) 
Alat yang dipergunakan filsafat 
adalah akal.Akal merupakan satu bagian 
dari rohani manusia.Keseluruhan rohani –
perasaan, akal, intuisi, pikiran, dan naluri 
atau seluruh kedirian manusia–tentunya 
lebih ampuh daripada sebagian 
daripadanya.Sedangkan keseluruhan 
rohani itu sendiri, merupakan bagian dari 
manusia.Manusia merupakan makhluk 
yang paling sempurna disbanding 
makhluk-makhluk Tuhan lainnya, karena 
manusia diberikan kelebihan berupa 
akal.Akan tetapi manusia dengan 
kelebihannya yang dianugerahi akal, tidak 
dapat mencapai kebenaran yang 
sempurna, kecuali mendapat uluran 
tangan dari Yang Maha Sempurna. 
Uluran tangan Tuhan tersebut berupa 
wahyu; yaitu firman Allah yang 
diturunkan kepada Nabi Muhammad saw. 
melalui malaikat Jibril. (QS al-Takwir:19-
21) 
Kata filsafat ketika dirangkai 
dengan kata hukum Islam, maka yang 
dimaksudkan ialah filsafat yang 
diterapkan pada hukum Islam. Ia 
merupakan filsafat khusus dan objeknya 
tertentu, yaitu hukum Islam,maka filsafat 
hukum Islam adalah filsafat yang 
menganalisis hukum Islam secara metodis 
dan sistematis sehingga mendapatkan 
keterangan yang mendasar, atau 
menganalisis hukum Islam secara ilmiah 
dengan filsafat sebagai alatnya. Amir 
Syarifuddin menyatakan, bahwa filsafat 
hukum Islam adalah pengetahuan tentang 
hakikat, rahasia, dan tujuan hukum Islam 
baik yang menyangkut materinya maupun 
proses penetapannya. (Syarifuddin, 
1992:16) Dari definisi tersebut dapat 
dinyatakan bahwa filsafat hukum Islam 
adalah filsafat yang digunakan untuk 
menguatkan dan memelihara hukum 
Islam, sehingga sesuai dengan maksud 
dan tujuan Allah menetapkannya di muka 
bumi, yaitu kesejahteraan umat 
manusia.Maka keberadaan filsafat hukum 
Islam sangatlah urgen dalam Islam.Hal 
tersebut guna mewujudkan hukum Islam 
yang dinamis, progresif, responsif, 
akomodatif, dan senantiasa mampu 
memberikan solusi terhadap 
permasalahan sosial seiring dengan 
perkembangannya.Sesuai dengan watak 
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filsafat, filsafat hukum Islam berusaha 
menangani pertanyaan-pertanyaan 
fundamental secara ketat, konsepsional, 
metodis, koheren, sistematis, radikal, 
universal-komprehensif, rasional, serta 
bertanggung jawab.Dengan demikian, 
diharapkan hukum Islam senantiasa 
berkembang karena pada hakikatnya 
filsafat hukum Islam bersikap kritis 
terhadap masalah-masalah.Jawaban-
jawabannya tidak luput dari kritik lebih 
lanjut, sehingga tidak pernah merasa puas 
diri dalam mencari, tidak menganggap 
suatu jawaban sudah selesai, tetapi selalu 
bersedia bahkan senang membuka 
kembali perdebatan. 
Berbicara tentang pembaharuan 
hukum Islam maka faktor yang terpenting 
adalah tentang metodologi penemuan 
hukum Islam.Uṣūl al-fiqh sebagai 
pendekatan atau metode dalam 
menetapkan hukum muncul seiring 
dengan munculnya masalah fikih, karena 
fatwa-fatwa fikih bagaimanapun juga 
merupakan hasil kajian yang 
mempergunakan metode-metode 
tertentu.Pendekatan atau metodologi uṣūl 
al-fiqh yang dikembangkan pada periode-
periode awal hingga menjelang abad ke-7 
H masih mengandalkan pendekatan literal 
dalam interpretasi terhadap teks dengan 
qiyāsmenjadi prosedur primer untuk 
memperluas aturan-aturan syariah kepada 
peristiwa baru.Menjelang abad ke-17 M 
atau pada abad ke-8 H, IbrāhīmibnMūsā 
al-Syāṭibī melalui karyanya al-
Muwāfaqāt memformula-sikan teori 
maqāṣid al-syarī`ah (tujuan-tujuan 
syariah). Pendekatan maqāṣid al-
syarī`ahyang digagas oleh al-Syātibī 
mengalami kematangan ketika 
intelektualismemuslim berada dalam 
kemunduran. Sehingga, teori ini 
sekalipun memiliki potensi besar untuk 
melakukan sistematisasi aturan-aturan 
syariah, tidak dikembangkan atau 
diimplementasikan oleh sarjana-sarjana 
muslim setelahnya. Kondisi tersebut 
sedikit demi sedikit mengalami 
perubahan ketika gerakan kebangkitan 
dan pembaharuan mulai dikumandangkan 
oleh para pembaharu dan pemikir-pemikir 
muslim seperti Muḥammad ‘Abduh, 
Muhammad Iqbal, Muḥammad Rasyīd 
Riḍā, Fazlur Rahman, Yūsuf al-Qarḍāwī, 
Mohammed Arkoun, dan Muḥammad 
Syaḥrūr. Pada era inilah bangunan 
sistematika dan metodologi uṣūl al-fiqh 
klasik dipertanyakan kembali. (Syaukani, 
2006:134-135) 
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Walaupun pemikiran para tokoh 
pembaharuan Islam tersebut dipandang 
oleh sebagian umat Islam sebagai sesuatu 
yang telah melampaui batas (di luar 
pakem) syariah, tetapi paling tidak bisa 
memberikan stimulasi dan menggugah 
umat Islam agar tidak menganggap bahwa 
hukum Islam adalah sesuatu yang final. 
Sehingga diharapkan keberadaan filsafat 
hukum Islam mampu menjadikan umat 
Islam senantiasa mengkritisi, melakukan 
inovasi, reformulasi hukum Islam, 
terlebih uṣūlal-fiqh sebagai metodologi 
sekaligus epistemologi hukum Islam. 
Nilai Filosofis Pelaksanaan Ikrar 
Talak di Hadapan Sidang Pengadilan 
Agama  
Pelaksanaan ikrar talak di hadapan 
sidang Pengadilan Agama melewati 
beberapa tahap yaitu: Pertama, suami 
mengajukan permohonan cerai talak. 
Kedua, setelah diproses di bagian 
kepaniteraan, pengadilan memanggil 
pemohon (suami) dan termohon (istri) 
untuk dilakukan sidang perdamaian. 
Kedua, jika tidak terjadi perdamaian 
dalam persidangan, pengadilan 
menjatuhkan putusan untuk menerima 
atau menolak permohonan pemohon 
(suami). Ketiga, jika permohonan cerai 
talak dikabulkan maka termohon (istri) 
diberi kesempatan untuk mengajukan 
banding ke Pengadilan Tinggi Agama. 
Keempat, jika putusan pengadilan sudah 
memperoleh kekuatan hukum yang tetap 
maka suami dipanggil untuk 
mengucapkan ikrar talak di hadapan 
sidang pengadilan. 
Obyek kajian Filsafat Hukum Islam 
berkisar pada upaya penggalian secara 
filosofis ḥikmah al-tasyrī’ (hikmah yang 
ada di balik penetapan hukum/undang-
undang) dan asrār al-aḥkām (rahasia-
rahasia yang ada di balik hukum/undang-
undang). Oleh karena itu, dalam 
pembahasan ini akan digali nilai-nilai 
filosofis yang terdapat dalam salah satu 
aturan perundang-undangan di Indonesia, 
khususnya tentang pelaksanaan ikrar talak 
di hadapan sidang Pengadilan Agama  
Peraturan perundang-undangan di 
Indonesia yang mengharuskan 
pelaksanaan ikrar talak dilakukan di 
hadapan sidang Pengadilan Agama, bila 
dikaji dari sudut pandang filsafat hukum 
Islam, tidak terlepas dari adanya beberapa 
hikmah yang dapat diperoleh, baik bagi 
suami maupun bagi istri. 
Abd. Salam mengemukakan 
beberapa hikmah atau manfaat yang 
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terkandung dalam aturan ikrar talak di 
hadapan sidang Pengadilan, yaitu: 
Pertama, Islam sangat menganjurkan 
perkawinan dan pelestariannya, bahkan 
perkawinan yang kurang dikehendaki 
kedua belah pihakpun tetap menjadi 
perhatian Islam, seperti Islam sangat 
membenci perceraian. Oleh karena itu, 
Pengadilan merupakan salah satu alat 
untuk mencapai tujuan tersebut. Kedua, 
pengadilan sebagai lembaga yang 
berfungsi melindungi orang yang haknya 
dirampas oleh pihak lain yang tidak 
sesuai dengan syariat Islam. Ketiga, 
kehadiran Pengadilan berfungsi untuk 
meluruskan setiap tindakan yang 
melenceng untuk disesuaikan dengan 
ajaran Islam. Dalam kasus ini, sebelum 
menjatuhkan talak, suami diperintahkan 
lebih dahulu oleh Pengadilan untuk 
menyelamatkan perkawinan, yang berarti 
sama dengan menyelamatkan keluarga 
dan masyarakat dan kehancuran. Melalui 
peran Pengadilan diharapkan setiap orang 
harus mendahulukan kepentingan 
masyarakat dan keluarga daripada diri 
sendiri secara individu. Keempat, melalui 
Pengadilan diharapkan agar penggunaan 
hak talak tidak menyimpang dan ajaran 
syariat, sehingga hak talak dipakai benar-
benar dalam darurat. Hal ini sangat ironis 
sekali jika mempertahankan harta benda 
dilakukan dengan sangat gigih, sedangkan 
mempertahankan perkawinan sebaliknya. 
Kelima, engadilan diharapkan dapat 
menjamin ketentraman hidup para istri, 
sebab jika hak talak dilakukan dengan 
sangat mudah, maka mengakibatkan istri-
istri selalu dalam keadaan kekhawatiran 
jangan-jangan nanti suami akan 
menceraikannya, yang kadang-kadang 
hanya dengan alasan yang sangat sepele 
atau karena kesalahan mutlak suami 
seperti penjudi dan peminum-minuman 
keras dan sejenisnya. Keenam, pengadilan 
sebenarnya merupakan perwujudan dari 
juru damai (mediator) yang diperintahkan 
syariah, yang berusaha menetralisir 
pihak-pihak yang berperkara untuk 
mencari jalan keluar terbaik bagi semua 
pihak, meneruskan perkawinan atau 
sebaliknya (perceraian). Ketujuh, 
pengadilan diharapkan dapat berperan 
memberikan pelajaran kepada pihak-
pihak yang berperkara (i’tibār), yang 
berasal dari kasus-kasus orang lain 
tentang akibat-akibat dari perceraian yang 
bersumber pada kasus-kasus sebelumnya 
kepada pihak-pihak yang sedang dalam 
kasus perceraian. Kedelapan, pengadilan 
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diharapkan dapat mencatat sebab-sebab 
munculnya perceraian yang pada 
gilirannya akan dijadikan kajian sosial 
yang sangat penting untuk mengetahui 
sumber-sumber kegagalan perkawinan. 
Hasil dokumen ini pada gilirannya juga 
dapat dijadikan bahan untuk memecahkan 
masalah perkawinan yang lebih tepat. Di 
samping itu, peradilan dapat berperan 
sebagai sarana utama untuk mendidik dan 
membina peningkatan kesejahteraan 
kaum ibu dan mengadakan pembinaan 
agar kaum laki-laki dapat mencegah dari 
perilaku jeleknya. Kesembilan, 
pengadilan dapat diharapkan menjamin 
hak-hak masing-masing pihak sebagai 
akibat dari perceraian (talak), seperti 
jaminan ganti rugi dalam talak atau 
mut‘ah. (Abd. Salam, 2015) 
Selanjutnya, proses mengajukan 
permohonan cerai talak ke Pengadilan 
Agama, dapat dipahami sebagai 
penerapan kaidah uṣūl al-fiqh, yang 
berbunyi mā lā yatim al-wājib illā bih 
fahuwa wājib (suatu kewajiban tidak akan 
dapat sempurna kecuali dengan sesuatu, 
maka sesuatu itu hukumnya wajib). Oleh 
karena itu, pelaksanaan ikrar talak, yang 
telah ditentukan pemerintah melalui 
undang-undang merupakan sesuatu yang 
seharusnya ditaati oleh umat Islam 
Indonesia, karena sangat sesuai dengan 
maqāṣid al-syarī’ah dalam memelihara 
keturunan dan harta benda. Peraturan 
tersebut sangat tepat untuk 
menghilangkan perbedaan pendapat di 
kalangan ahli hukum Islam, sebagaimana 
ditemukan dalam kitab-kitab fikih, 
seperti: apakah harus ada niat dan ada 
saksi sewaktu menjatuhkan talak. Untuk 
itu, demi kepastian dan kesatuan hukum, 
pemerintah telah menempuh jalan ijtihad 
insyā’ī dan intiqā‘ī dalam menentukan 
jatuhnya talak yang diucapkan suami 
kepada istrinya. 
Lili Rasjidi menegaskan bahwa 
kemaslahatan yang diperoleh ikrar talak 
di depan pengadilan ini dapat juga 
didekati melalui teori utilitarianisme dari 
Jeremy Bentham (individual 
utilitarianisme), John Stuart Mill dan 
Rudolf von Jhering (social 
utilitarianisme). (Rasjidi, 1985:24) 
Undang-undang harus memberikan 
kebahagiaan atau manfaat, baik kepada 
individu (muṭallaqah) dan masyarakat 
(keluarga muṭallaqah), termasuk juga 
lingkungan masyarakat yang didiami 
muṭallaqah. Oleh karena itu, teori ini 
sebenarnya tidak berbeda dengan teori 
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maslaḥah atau istislāḥī dalam Uṣūl al-
Fiqh. Ḥusain Ḥāmid Ḥasan menegaskan 
bahwa al-Gazalī memberlakukan teori 
istiṣlāḥī tidak harus pada tingkatan 
ḍarūrī, tetapi diberlakukan pada sesuatu 
yang dipersamakan dengan ḍarūrī (mā 
yajri majri al-ḍarūrī). Sementara itu, al-
Ṭūfī tidak membedakan antara maṣlaḥah 
ḍarūriyah, ḥajiyah dan taḥsīniyah. 
(Ḥasan, 1971:449) 
Adanya keharusan ikrar di depan 
pengadilan bersifat ijtihad, yang 
dilakukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat 
sebagai institusi legislatif, yang kemudian 
dijabarkan oleh pemerintah (eksekutif) 
dan selanjutnya diterapkan di pengadilan 
(yudikatif) merupakan suatu kesatuan 
yang tidak dapat dipisahkan antara satu 
dengan lainnya. Hal ini sejalan dengan 
QS al-Nisã’/4: 59 yang berbunyi: 
 اُوعیَِطأَو َ َّ๡ا اُوعیَِطأ اُونَماَء َنیِذَّلا اَھَُّیأَای
يِف ُْمتْعَزَاَنت ِْنَإف ْمُكْنِم ِرَْمْلأا يِلُوأَو َلُوس َّرلا 
 َنُونِمُْؤت ُْمتُْنك ْنِإ ِلُوس َّرلاَو ِ َّ๡ا َىلِإ ُهوُّدَُرف ٍءْيَش
 ًلایِْوَأت ُنَسَْحأَو ٌرْیَخ َكَِلذ ِرِخْلآا ِمَْویْلاَو ِ َّ๡ِاب 
Terjemahnya: Hai orang-orang yang 
beriman, taatilah Allah dan taatilah 
Rasul-(Nya), dan ulil amri di antara 
kamu. Kemudian jika kamu berlainan 
pendapat tentang sesuatu, maka 
kembalikanlah ia kepada Allah (al-
Qur'an) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu 
benar-benar beriman kepada Allah dan 
hari kemudian. Yang demikian itu lebih 
utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya. 
(Departemen Agama RI,, 1997:114) 
Dalam QS al-Nisã’/4: 59 di atas, 
Allah memerintahkan umat Islam untuk 
mentaati ulī al-amr (pemerintah) selama 
tidak bertentangan dengan al-Qur’an dan 
Hadis. Islam menyatakan, ulī al-amr tidak 
mempunyai hak mutlak dalam 
pembentukan hukum, tetapi hanya 
terbatas pada dua hal, yaitu tasyrī’ al-
tanfīż dan tasyrī’ al-tanẓīm. Tasyrī’ al-
tanfīż dimaksudkan untuk melaksanakan 
ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam 
nas syariah, bersifat pelaksana atau 
sebagai corong dalam melaksanakan 
hukum. Sedangkan, tasyrī’ al-tanẓīm 
mengarah pada pengaturan masyarakat 
dan menjaganya atas dasar prinsip-prinsip 
hukum yang bersifat universal (asas 
mabādi’ al-syarī’ah al-‘āmmah). Tasyrī’ 
model ini dilakukan sewaktu tidak ada 
nas syariah yang secara khusus 
mengaturnya. (Abd al-Qādir ‘Audah, 
t.th.: 232-233. )  
Jika pemerintah (ulī al-amr) telah 
menetapkan undang-undang yang 
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mengatur pelaksanaan ikrar talak harus di 
depan pengadilan, sebenarnya merupakan 
aplikasi dan QS al-Ṭalāq/65: 1-2 yang 
berbunyi: 
 َّنُھُوقِّلَطَف َءاَسِّنلا ُُمتْقَّلَط َاذِإ ُِّيبَّنلا اَھَُّیأَای
 َلا ْمُكَّبَر َ َّ๡ا اُوقَّتاَو َةَّدِعْلا اوُصَْحأَو َّنِھِتَّدِعِل
 ْ َأی َْنأ َّلاِإ َنْجُرْخَی َلاَو َّنِھِتُوُیب ْنِم َّنُھوُجِرُْخت َنِیت
 َدُودُح ََّدَعَتی ْنَمَو ِ َّ๡ا ُدُودُح َكْلِتَو ٍةَِّنَیبُم ٍةَشِحَاِفب
 َدْعَب ُثِدُْحی َ َّ๡ا ََّلعَل يِْرَدت َلا ُھَسَْفن ََملَظ َْدَقف ِ َّ๡ا
 اًرَْمأ َكَِلذ)1 ( َّنُھُوكِسَْمَأف َّنَُھلََجأ َنْغَلَب َاِذَإف
 َمِب َّنُھُوقِرَاف َْوأ ٍفوُرْعَمِب ْيََوذ اُودِھَْشأَو ٍفوُرْع
 ََةداَھَّشلا اوُمِیَقأَو ُْمكْنِم ٍْلدَع ْيََوذ اُودِھَْشأَو ٍْلدَع
 ِمَْویْلاَو ِ َّ๡ِاب ُنِمُْؤی َناَك ْنَم ِھِب ُظَعُوی ُْمكَِلذ ِ َّ๡ِ
اًجَرْخَم ُھَل َْلعْجَی َ َّ๡ا ِقََّتی ْنَمَو ِرِخْلآا )2(  
Terjemahnya: (1) Hai Nabi, apabila kamu 
menceraikan istri-istrimu maka hendaklah 
kamu ceraikan mereka pada waktu 
mereka dapat (menghadapi) iddahnya 
(yang wajar) dan hitunglah waktu iddah 
itu serta bertakwalah kepada Allah 
Tuhanmu. Janganlah kamu keluarkan 
mereka dari rumah mereka dan janganlah 
mereka (diizinkan) ke luar kecuali kalau 
mereka mengerjakan perbuatan keji yang 
terang. Itulah hukum-hukum Allah dan 
barangsiapa yang melanggar hukum-
hukum Allah, maka sesungguhnya dia 
telah berbuat zalim terhadap dirinya 
sendiri. Kamu tidak mengetahui 
barangkali Allah mengadakan sesudah itu 
suatu hal yang baru. (2) Apabila mereka 
telah mendekati akhir iddahnya, maka 
rujukilah mereka dengan baik atau 
lepaskanlah mereka dengan baik dan 
persaksikanlah dengan dua orang saksi 
yang adil di antara kamu dan hendaklah 
kamu tegakkan kesaksian itu karena 
Allah. Demikianlah diberi pengajaran 
dengan itu orang yang beriman kepada 
Allah dan hari akhirat. Barangsiapa yang 
bertakwa kepada Allah niscaya Dia akan 
mengadakan baginya jalan ke luar. 
(Departemen Agama RI, 1997:816) 
Ayat di atas terkait dengan waktu 
dan tempat pengucapan ikrar talak yang 
merupakan petunjuk dan perintah pada 
persaksian dalam lafal wa asyhidū żaway 
‘adl minkum dan penentuan ma’mūl yang 
tidak disebutkan dalam wa aqīmū al-
syahādah li Allāh, yang kemudian 
dilakukan istinbāṭ al-ḥukmī dengan 
menggunakan kaidah lafal‘ām (perspektif 
Syāfi’iyah) dan kaidah takhṣīṣ bi al-‘urf 
al-‘amalī (perspektif Ḥanafiyah), 
termasuk teori maṣlaḥah (Mālikiyah), 
istimbāṭ (al-Gazalī), dan maslaḥah (al-
Ṭūfī). Dengan demikian, metode istinbāṭ 
dan istidlāl diterapkan dalam penentuan 
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keharusan ikrar talak diucapkan di depan 
sidang pengadilan. (Salam, 2015) 
Perpaduan pemahaman kata wa 
asyhidū dan wa aqīmū al-syahādah 
merupakan dasar ikrar talak harus 
diucapkan di depan Pengadilan Agama 
dengan menggunakan metode literar, 
yang mengharuskan adanya persaksian 
(amr li al-wujūb) dan dibarengkan dengan 
pengucapan ikrar talak (wawu ‘aṭaf li al-
ma‘iyah), sekaligus adanya keharusan 
unsur kesengajaan, sebagaimana tertuang 
dalam makna kata iżā ṭallaqtum al-nisā', 
yaitu iżā aradtum al-ṭalāq (jika kamu 
berkehendak menjatuhkan talak). Oleh 
karena itu, pengucapan ikrar talak 
seorang suami kepada istrinya di luar 
ketentuan tersebut tidak dibenarkan, 
walaupun sesuai dengan pendapat para 
ulama mazhab, tetapi tidak sesuai dengan 
nilai-nilai yang terkandung dalam al-
Qur'an dan Hadis. Bahkan, jika hal ini 
dilakukan, maka akan dapat membawa 
keberadaan seorang perempuan seperti 
barang, sebagaimana terjadi pada masa 
jahiliyah, sebelum datang agama Islam. 
Kejadian seperti ini jangan terjadi lagi 
setelah Rasulullah diutus di muka bumi 
dengan membawa raḥmah li ‘ālamīn. 
(Makinudin, 2011:39 ) 
Berdasarkan pernyataan di atas, 
pengaturan tentang pelaksanaan ikrar 
talak di depan pengadilan mengikat pada 
umat Islam di Indonesia, yang berarti 
harus diterima dengan baik dan 
dilaksanakan dengan konsisten dengan 
mengenyampingkan teori pengucapan 
ikrar talak sebagaimana yang terdapat 
dalam kitab fikih. Hal ini karena aturan 
ikrar talak yang ada di Indonesia juga 
merupakan fikih Indonesia, sama-sama 
fikih sebagaimana yang terdapat dalam 
kitab, karena kedua fikih tersebut 
merupakan hasil ijtihad, lebih-lebih fikih 
Indonesia melalui ijtihad jamā’ī (kolektif) 
yang dipandang lebih baik daripada 
ijtihad fardī (individu). Dalam hal ini, 
sekaligus pemerintah Indonesia melalui 
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, 
Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 
1975 dan Undang-Undang Nomor 7 
Tahun 1989 jo Undang-Undang Nomor 3 
Tahun 2006 Jo Undang Undang Nomor 
50 Tahun 2008, lebih-lebih Kompilasi 
Hukum Islam (Inpres No. 1 Tahun 1991) 
telah menggunakan kaidah fikih: ḥukm al-
ḥākim fī al-masā’il al-ijtihādiyah yarfa’ 
al-khilāf (keputusan pemerintah dalam 
masalah-masalah ijtihad dapat 
menghilangkan perbedaan pendapat). 
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Perbedaan pendapat ulama tersebut 
terkait dengan harus atau tidaknya 
pengucapan ikrar talak di depan 
pengadilan. Keadaan ini tetap 
berlangsung hingga saat ini, sehingga 
diperlukan pemecahannya melalui 
pendekatan ilmu yang biasa digunakan 
oleh ulama-ulama pesantren, terutama 
ilmu uṣūl al-fiqh yang menggunakan 
kaidah lugawiyah (kebahasaan) dan 
tasyrī’iyah (yang menekankan pada 
maslahat) serta pendekatan lain (teori 
utilitarianisme) sebagai pendukung. 
Pelaksanaan ikrar talak (sebagai 
tābi’), harus dilakukan di depan sidang 
pengadilan, dapat dikembangkan dalam 
nikah sebagai matbū’ (yang diikuti) 
melalui pendekatan kaidah kebahasaan, 
berupa mafhūm muwāfaqah (Syāfi’iyah) 
atau dalālah al-naṣṣ (Ḥanafiyah), yang 
jika digunakan kaidah fikih akan berbunyi 
al-matbū’ (al-nikāḥ) tābi’ li al-tābi’ (at-
ṭalāq), bukan a1-tābi’ (al-ṭalāq tābi’ li al-
matbū’ (al-nikāḥ). Hal ini menunjukkan, 
nikah harus mengikuti aturan talak, harus 
ada saksi dan melalui pemerintah. Antara 
keduanya terdapat kesamaan, yaitu 
memelihara nasab yang objeknya adalah 
kemaluan. Artinya, nikah sirri (tanpa 
sepengetahuan P2N dan/atau P3N sebagai 
pemerintah), dianggap tidak sesuai 
dengan nilai-nilai al-Qur’an, walaupun 
dianggap sah oleh kebanyakan ulama, 
bahkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 
1974 masih menganggap sah (Pasal 2 
ayat 1). Dalam pasal tersebut dinyatakan, 
Perkawinan adalah sah apabila dilakukan 
menurut hukum masing-masing 
agamanya dan kepercayaannya. 
Kemudian Pasal 2 ayat (2) UU No. 1 
Tahun 1974 dinyatakan, Tiap-tiap 
perkawinan dicatat menurut peraturan 
perundang-undangan yang berlaku. Hal 
ini tidak dapat terlepas dari sejarah 
dibuatnya Undang-Undang Nomor 1 
Tahun 1974 yang penuh dengan 
kontroversi, karena sebagian rancangan 
undang-undang tersebut ada yang 
dianggap tidak sesuai dengan syariat 
Islam, padahal yang dimaksud dengan 
syariat Islam di sini adalah fikih, 
sebagaimana dalam kitab kuning. Sangat 
disayangkan sekali, jika dalam 
pernikahan harus ada saksi, sedangkan 
pada talak tidak ada saksi, padahal dalam 
kenyataannya, biaya pernikahan sangat 
besar sekali, terutama pelaksanaan 
walīmah al-‘ursy (pesta perkawinan). 
(Makinudin, 2011:39) 
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Kajian lebih lanjut menunjukkan 
bahwa pelaksanaan ikrar talak di luar 
Pengadilan Agama akan menimbulkan 
berbagai dampak negatif, baik bagi 
suami, istri, anak, maupun harta benda 
mereka. 
(1) Dampak terhadap suami,  akibat yang 
timbul dari ikrar talak yang dilakukan di 
luar sidang Pengadilan Agama adalah 
akan membuat sulit bagi suami untuk 
melakukan perkawinan selanjutnya, 
karena tidak mempunyai surat cerai yang 
mempunyai kekuatan hukum, sehingga 
apabila melakukan perkawinan 
selanjutnya akan mengalami kesulitan, 
karena seorang duda harus menunjukkan 
akta perceraian sebagai bukti otentik 
sebagai salah satu syarat untuk 
melangsungkan perkawinan selanjutnya. 
(2) Dampak terhadap istri, ikrar talak 
yang dilakukan di luar sidang Pengadilan 
Agama tidak mempunyai surat cerai yang 
mempunyai kekuatan hukum, sehingga 
jika istri yang mau menikah lagi akan 
mendapatkan kesulitan untuk melakukan 
perkawinan selanjutnya. Karena setiap 
janda yang hendak menikah lagi, harus 
memiliki surat cerai dari pengadilan. 
(3) Dampak bagi anak, meski ikrar talak 
yang dilakukan di luar sidang Pengadilan 
Agama tidak akan berpengaruh pada 
kondisi kejiwaan anak, tetapi sang ayah 
tidak memberi nafkah secara teratur dan 
dalam jumlahnya yang tetap. Ikrar talak 
yang dilakukan di luar sidang Pengadilan 
Agama tidak mempunyai kekuatan 
hukum, sehingga tidak dapat memaksa 
sang ayah ataupun ibu untuk memberikan 
nafkahnya secara teratur, baik dari waktu 
memberikan nafkah maupun dari jumlah 
materi atau nafkah yang diberikan. 
Sebaliknya, jika ikrar talak dilakukan di 
depan sidang Pengadilan Agama, hal 
tersebut akan ditetapkan oleh pengadilan, 
sesuai dengan Kompilasi Hukum Islam 
Pasal 156 poin (f).  
(4) Dampak terhadap harta benda, jika 
terjadi ikrar talak di luar Pengadilan 
Agama, maka akan terjadi kekacauan 
antara harta bawaan masing-masing 
suami-istri dan harta bersama. Bisa jadi 
masing-masing suami-istri akan 
mengklaim semua harta itu sebagai harta 
bawaan, atau harta bawaan akan diklaim 
sebagai harta bersama. Tentu saja kondisi 
seperti itu tidak akan terjadi jika ikrar 
talak diucapkan di hadapan sidang 
Pengadilan Agama, sebab dalam proses 
persidangan, majelis hakim akan 
menetapkan masing-masing harta 
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bawaan, sekaligus membagi harta 
bersama jika termasuk dalam pokok 
perkara. 
Kesimpulan 
Hikmah pelaksanaan ikrar talak di 
hadapan sidang Pengadilan Agama 
adalah: Pertama, bertujuan untuk 
menyelamatkan perkawinan, sebab 
sebelum talak dijatuhkan, suami-istri 
dianjurkan untuk berdamai. Kedua, agar 
penggunaan hak talak tidak menyimpang 
dan ajaran syariat, sehingga hak talak 
dipakai benar-benar dalam keadaan 
darurat. Ketiga, menjamin ketentraman 
hidup para istri, sebab jika hak talak 
dilakukan dengan sangat mudah, maka 
mengakibatkan istri-istri selalu dalam 
keadaan kekhawatiran jangan-jangan 
nanti suami akan menceraikannya, yang 
kadang-kadang hanya dengan alasan yang 
sangat sepele atau karena kesalahan 
mutlak suami. Keempat, menjamin hak-
hak masing-masing pihak sebagai akibat 
dari perceraian (talak), seperti jaminan 
ganti rugi dalam talak, nafkah, tempat 
tinggal, atau mut‘ah. Kelima, Dapat 
mencatat sebab-sebab munculnya 
perceraian yang pada gilirannya akan 
dijadikan kajian sosial yang sangat 
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